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Sesual dengan amanat Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria dalam rangka penataan tanah terkait dengan penggunaan, penguasaan dan pemilikan
diadakannya pendaftaran hak atas tanah untuk terciptanya kepastian hukum. Para pemegang hak-hak atas
tanah yang bersangkutan berhak mendaftarkan tanahnya masing-masing dalam rangka memperoleh surat
tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat pemegang hak atas tanah.
Namun dalam proses penerbitan sertipikat tidak jarang timbul permasalahan seperti permasalahan yang
terjadi seperti dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2017/PTUN-Srg terdapat penerbitan
sertipikat di atas tanah milik orang lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan terhadap
sertipikat hak atas tanah yang terbit di atas tanah milik orang lain dan perlindungan hukum terhadap pemilik
tanah yang di atas tanahnyatelah terbit sertipikat atas nama orang lain. Untuk menjawab permasalahan
tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif mengkaji antara ketentuan hukum yang ada
dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan
adalah penelitian problem identification yang merupakan penelitian dengan mengidentifikasi permasalahan
untuk mempermudah analisa dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian keabsahan terhadap
sertipikat di atas tanah milik orang lain dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2017/PTUN-Srg
terjadi karena dalam proses penerbitan sertipikat kantor pertanahan mengalami kesalahan yang
menyebabkan cacat administrasi yaitu Kantor Pertanahan melakukan kesalahan saat melakukan prosedur
pendaftaran tanah dan tidak cermat dalam memeriksa data yuridis dan datafisik atas suatu tanah. Atas cacat
administrasi tersebut sertipikat yang telah terbit dapat dimintakan pembatalan karena terdapat cacat
adminitrasi sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 14 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yaitu
pemilik tanah dapat mengajukan gugatan untuk melakukan pembatalan sertipikat di Pengadilan Tata Usaha
Negara.

...... Consistent mandate of Article 19, paragraph 1, Law No. 5 of 1960 concerning Tahune basic provisions
of agrarian principlesin Tahune context of land management in relation to Tahune use, control and
ownership of Tahune land. land, register land rights to create legal certainty. Land rights holders in question
have Tahune right to register Tahuneir land to get proof of land rights, which is solid proof of land rights
holders. However, in Tahune process of granting Tahune certificate, problems often arise, such as Tahune
one in Tahune State administrative decision No. 29/G/2017/PTUN-Srg, specifically Tahune issue of
certificates on o Tahuner people's land. Tahune issue in Tahunis study is Tahune validity of land use right
certificatesissued on land owned by oTahuners and Tahune legal protection of land owners who have been
granted land use right certificates on behalf of oTahuners. is different. To address Tahunese issues, alegal
legal research meTahunod is used to examine Tahune existing legal agreements wiTahun problems arising


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20522001&lokasi=lokal

in society, while Tahunis type of research is used. Application is problem-defining research, i.e. research by
defining problems to facilitate analysis and drawing conclusions. Research results on Tahune issuance of
certificates for land owned by oTahunersin State Administrative Decision No. 29/ G/ 2017 / PTUN-Srg
arise because during Tahune certification process, Tahune cadastral agency encountered must have caused
an administrative error, in particular, Tahune Land Office made an error in Tahune land registration process.
and careless in checking legal data and physical data on aland. In respect of Tahunis administrative defect,
Tahune issued certificate may be requested to be revoked because of an administrative defect as provided
for in Articles 1, 1 and 107 of Tahune Regulations of Tahune Minister of Agriculture. National Land. 9 of
1999. In addition, Tahune legal protection of Tahune landowner, ie Tahune landowner can sue to revoke
Tahune certificate in Tahune state administrative court.



